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ABSTRAK 
 

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk Republik yang mana 

kedaulatannya ada ditangan masyarakat yang berpedoman pada UUD. 

Penelitian ini bertujauan untuk mengetahui terhadap konsep Pembagian 

kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan perspektif monteaquieu. Hal ini 

terdapat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945. Indonesia adalah negara hukum dimana 

memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang 

diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti 

adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai 

dasar dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia.  

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau konsep pembagian kekuasaan 

perspektif   Montesquieu terhadap terbentuknya sistem pembagian kekuasaan 

ketatanegaran di Indonesia. Dengan pendekatan normatif serta menggunakan 

metode Kajian Pustaka, penulis mencari berbagai referensi dari sumber-sumber 

utama dan menyimpulkan bahwa konsep pembagian kekuasaan yang dilakukan 

oleh Indonesia cenderung mendekati konsep yang dikemukakan oleh 

Montesquieu. 

Hasil dari penelitian yang kami tulis adalah menunjukkan bahwa Indonesia 

merupakan negara kesatuan dengan bentuk Republik yang mana kedaulatannya 

ada ditangan masyarakat yang berpedoman pada UUD. Dilihat dalam UUD 

1945 ternyata Indonesia juga mengacu pada konsep Trias Politika, inti dalam 

konsep pembagian kekuasaan ketatanegaraan perspektif montesquieu 

merupakan sebuah ide untuk memisahkan kekuasaan  menjadi 3 bagian, yaitu 

Legislatif (Pembuat Undang-Undang), Eksekutif (Pelaksana Undang-Undang), 

dan Yudikatif (Pengawas Pelaksana Undang-Undang). Bahwa konsep 

pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Indonesia cenderung mendekati 

konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu. Berbagai negara yang menganut 

sistem demokrasi, termasuk Indonesia, saat ini juga menggunakan konsep 

tersebut dalam sistem pemerintahan agar tidak terjadi Abuse of power oleh 

penguasa.  

 

Kata Kunci:Pembagian Kekuasaan; Undang-Undang Dasar 1945; Montesquieu; 

Trias Politika. 
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ABSTRACT 

 

Indonesia is a unitary state with the form of a republic in which sovereignty 

is in the hands of the people guided by the Constitution. 

This study aims to find out about the concept of power sharing in the 

constitutional system from the Monteaquieu perspective. This is contained in 

the Indonesian constitution, namely the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia. Indonesia is a constitutional state which has its own 

characteristics that are different from the rule of law applied in various 

countries. It's just that, for general principles, such as the separation or 

distribution of powers, they are still used as a basis for realizing a rule of 

law in Indonesia. 

This study aims to review the concept of power-sharing from Montesquieu's 

perspective on the formation of a constitutional power-sharing system in 

Indonesia. Using a normative approach and using the Literature Review 

method, the authors seek various references from primary sources and 

conclude that the concept of power sharing adopted by Indonesia tends to 

approach the concept put forward by Montesquieu. 

The results of the research we wrote show that Indonesia is a unitary state 

with the form of a republic in which sovereignty is in the hands of the people 

who are guided by the Constitution. Judging from the 1945 Constitution, it 

turns out that Indonesia also refers to the concept of Trias Politica, the core 

of the concept of division of constitutional powers from a montesquieu 

perspective is an idea to separate power into 3 parts, namely the Legislature 

(making laws), the executive (executing laws), and the judiciary. (Supervisor 

of Law Executor). That the concept of power sharing carried out by 

Indonesia tends to approach the concept put forward by Montesquieu. 

Various countries that adhere to a democratic system, including Indonesia, 

are currently also using this concept in their government system to prevent 

abuse of power by those in power. 

 

Keywords: Power Sharing; the 1945 Constitution; Montesquieu; Trias Politica. 
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